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Upaya pemerintah Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dilakukan melalui penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di perairan nusantara dengan suatu proses yang panjang hingga akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan nusantara pada tahun 1957). Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

 
Penetapan ALKI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro - oseanografi agar memungkinkan alur pelayaran yang aman untuk dilayari oleh setiap kapal. Keberadaan dua ALKI di KTI akan membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan dengan menarik manfaat dari kondisi perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan kerjasama ASEAN yang semakin berkembang, melalui pengoptimalan oulet/pelabuhan untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran sebagai akses ke pusat pasar dan perdagangan internasional (khususnya di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN).

ALKI sebagai salah satu alur laut perdagangan internasional perlu didukung dengan sistem transportasi laut nasional yang layak dan pengembangan outlet-outlet di KTI, serta dilakukan secara terpadu dengan pengembangan kawasan prioritas nasional, terutama Kawasan Andalan dan KAPET. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan outlet/pelabuhan di KTI dengan prinsip: memantapkan daya saing, efisiensi usaha ekonomi, optimalisasi ALKI, pemantapan hirarki, peran dan fungsi pelabuhan laut, menjalin keterkaitan dengan outlet/pelabuhan negara lain (port to port), serta sinergis dengan Penataan Ruang Wilayah Nasional dan Sistem Transportasi Laut Nasional.

Aktivitas investasi dan pembangunan daerah perlu diwadahi dalam kawasan-kawasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional (pusat produksi) yang harus disepakati dengan mempertimbangkan sistem kota nasional (simpul produksi dan koleksi) dan outlet/pelabuhan (simpul distribusi dan pemasaran) secara komprehensif dalam struktur wilayah nasional, khususnya yang mempunyai keunggulan geografis di sekitar ALKI II. Pembangunan sektoral dalam pengembangan prasarana/sarana pendukung di sekitar ALKI II diarahkan pada kawasan-kawasan prioritas dan keterkaitannya dengan kota-kota nasional serta pelabuhan laut di sekitar ALKI II. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan ALKI II, perlu dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan fungsi pelabuhan Balikpapan, Makasar, Banjarmasin dan Denpasar sebagai pelabuhan/terminal petikemas pada masa mendatang sesuai dengan perkembangan kawasan yang ada.

Upaya pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah di sekitar ALKI II ini harus dilakukan dengan dukungan dan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah secara terpadu dan komprehensif. Managed competition antar kota nasional dan antar hirarki pelabuhan laut (outlet) di sekitar ALKI II ini perlu segera diwujudkan agar perkembangan ekonomi kawasan dapat berlangsung secara sinergis, bila perlu dibentuk kerjasama regional antar pemerintah daerah dalam rangka menghadapi pasar global dan meningkatkan daya saing.

I. Latar Belakang Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Sebelum 13 Desember 1957 peraturan antar pulau Indonesia yang terletak diluar batas 3 mil laut dari setiap pulau Indonesia adalah perairan Internasional bebas. Keadaan tersebut jelas tidak menguntungkan bagi upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dan bagi usaha-usaha pembangunan nasionalnya.


Karena itu pada tanggal 13 Desember 1957 tersebut Indonesia mengumumkan suatu konsepsi baru dibidang kelautan, yaitu Konsepsi Negara Kepulauan Wawasan Nusantara, yang menganggap seluruh perairan antar pulau Indonesia dinyatakan sebagai wilayah Negara Republik Indonesia, dan karena itu berada dibawah kedaulatan Indonesia, termasuk ruang airnya, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dan airnya, baik hayati maupun nabati. Pengumuman ini kemudian dikembangkan dalam UU No. 4/PRP bulan Februari 1960 dan diatur lebih jauh dalam PP No. 8 Tahun 1962. 


Konferensi PBB ke-3 mengenai Hukum Laut dan pertemuan-pertemuan persiapan sebelumnya (1967-1982) menerima Konvensi Hukum Laut Internasional yang baru pada tanggal 10 Desember 1982, yang antara lain mengakui Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan Nusantara sebagai bagian integral dari Hukum Laut Internasional yang baru, dengan pengertian bahwa Indonesia tetap mengakui hak-hak tradisional negara-negara lain untuk dapat lewat melalui Perairan-perairan Nusantara Indonesia yang biasa dipakai untuk pelayaran internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 juga memperkenankan Indonesia untuk menetapkan alur-alur pelayaran melalui perairan Indonesia, dengan catatan bahwa alur-alur tersebut haruslah mencakup semua rute yang selama ini pernah dipakai untuk pelayaran internasional. Sebagai konsekuensinya, Indonesia telah menerima ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak transit kapal-kapal asing dan telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985.


Berdasarkan ratifikasi tersebut, maka ABRI/TNI-AL telah mengambil prakarsa sejak 1987 untuk memulai berusaha menetapkan Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melalui perairan Nusantara Indonesia. Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri dalam bulan Januari 1995 memutuskan bahwa Indonesia telah siap untuk mengajukan usul penetapan 3 (tiga) ALKI kepada Organisasi Maritim Internasioanal (IMO) di London sebagai organisasi internasional yang kompeten menurut ketentuan-ketentuan Konvensi. Karena itu dalam tahun 1996 Indonesia telah mengusulkan kepada IMO mengenai penetapan Tiga ALKI tersebut beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yaitu ALKI I (dibagian utara bercabang menuju Singapura (IA) dan menuju laut Cina selatan, ALKI II melalui selat lombok menuju laut Sulawesi dan ALKI III yang dibagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A, III-B, III-C dan III-D, dan yang dibagian utara bercabang menuju Laut Sulawesi (III-E) dan Samudra Pasifik (Gambar 1.). Pada tanggal 19 Mei 1998 Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia. Dalam kaitan ini Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. 


Untuk menindak-lanjuti keputusan IMO tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan penetapan Peraturan Pemerintah yang akan mengubah beberapa Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di kawasan yang bersangkutan dan Peraturan Pemerintah lainnya yang akan menetapkan ALKI tersebut dalam perundang-undangan nasional, yang disertai oleh ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal-kapal dan pesawat pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui Perairan Kepulauan Indonesia, sesuai dengan pasal 18 (3) UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sementara itu, instansi-instansi Indonesia yang terkait, khususnya ABRI/TNI-AL dan Ditjen Perhubungan Laut juga sedang mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan bagi pelaksanaan ALKI tersebut, termasuk pembuatan-peta-peta navigasi yang baru dan persiapan-persiapan pemantauan (monitoring), pengintaian (surveillance) dan pengawasan (controlling) - (MSC) pelayaran dan penerbangan internasional melalui ALKI-ALKI tersebut.

Perkembangan ALKI dari mulai upaya penetapan hingga persiapan perangkat bagi pelaksanaan ALKI memperlihatkan bahwa ALKI yang ditetapkan dan diupayakan pelaksanaannya saat ini lebih mempertimbangkan pada upaya mempertahankan pertahanan keamanan (security) nasional. Pemanfaatan ALKI di masa mendatang perlu diupayakan untuk pertumbuhan ekonomi kawasan dan pengembangan wilayah.

II. Peran ALKI dalam rangka Percepatan Pembangunan KTI

Indonesia sebagai negara kepulauan dituntut untuk dapat menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut bagi kepentingan pelayaran internasional. Dalam awal penetapannya, maka hal-hal yang menjadi pertimbangan utama adalah persoalan pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro - oseanografi (kedalaman laut, arus laut, angin, pasang surut, posisi karang yang berbahaya dan lain-lain), sehingga keberadaan ALKI memungkinkan alur pelayaran yang aman untuk dilayari oleh setiap kapal.

Saat ini, Indonesia mempunyai 3 (tiga) ALKI Utara – Selatan dimana dua alur diantaranya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah, maka peluang adanya ALKI ini harus kita optimalkan bagi pengembangan ekonomi wilayah nasional dan peluang dengan keberadaan ALKI bagi pengembangan kawasan-kawasan andalan di KTI adalah terbukanya peluang untuk pemasaran dan promosi berbagai jenis komoditas unggulan KTI yang didukung pula oleh kondisi perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan kerjasama ASEAN yang semakin berkembang. Hal ini juga memberikan peluang ekspor sumberdaya alam termasuk hasil-hasil kekayaan laut khususnya dari KTI. 

Berdasarkan potensi, persebaran, dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di wilayah KTI, dapat dicatat beberapa sektor dan komoditas unggulan yang dapat diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pembangunan KTI sekaligus mengurangi kesenjangan dengan KBI. Sektor dan komoditas unggulan tersebut diluar sektor migas adalah : 

1. Sektor Perikanan dengan komoditas unggulan seperti tuna, udang, ikan hias, dan ikan kalengan
. Disamping komoditas tersebut masih terdapat komoditas lain yang cukup prospektif untuk dikembangkan seperti kerang, mutiara, dan kepiting. (mohon periksa Gambar 2 pada Lampiran).

2. Sektor Pertanian sub sektor tanaman pangan dengan komoditas unggulan padi, jagung, dan kedelai. 

3. Sektor Pertanian sub sektor tanaman pangan dengan komoditas unggulan karet dan tebu. 

4. Sektor Kehutanan dengan komoditas unggulan berbagai jenis kayu dan hasil-hasil olahannya. 

Didalam pengembangan perekonomian wilayah, selain potensi, persebaran dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, maka akses dan informasi terhadap kondisi dan kesinambungan pasar dunia merupakan hal yang penting. Kondisi pasar dunia dapat diindikasikan dari besarnya permintaan negara-negara lain terhadap jenis komoditas tertentu atau dari besarnya nilai ekspor. Untuk situasi KTI yang relatif belum ‘kuat’, maka produk-produk yang memasuki pasar ekspor akan mampu mendorong peningkatan produksi lokal, dan pada akhirnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. 

Melalui jalur ALKI, bagi KTI konstelasi geografis kepulauan yang tersebar dalam gugus-gugus kepulauan juga membuka peluang untuk mengembangkan oulet untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran yang merupakan kemudahan akses kepada pusat pasar dan kawasan perdagangan potensial. Data tahun 1997-1998 menunjukkan bahwa pangsa pasar (market share) dari seluruh komoditas ekspor Indonesia, 64% diantaranya ditujukan ke negara-negara Asia Pasifik terutama negara ASEAN (Singapura, Brunei) dan Asia Timur (Jepang, Korea, Hongkong, RRC, dan Taiwan), 17% ditujukan ke negara Amerika termasuk Kanada, 16% ditujukan ke benua Eropa terutama Eropa Barat, dan sisanya sebesar 3% ditujukan ke benua Australia dan Afrika. 

Pelabuhan-pelabuhan utama manca-negara yang menjadi tujuan pemasaran produk-produk unggulan KTI diantaranya adalah : Pelabuhan Kobe, Osaka dan Yokohama di Jepang ; pelabuhan Shanghai dan Dalian di RRC ; pelabuhan Taipei di Taiwan ; pelabuhan Hongkong dan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara  (terutama Singapura). Untuk pasar Eropa, pelabuhan-pelabuhan yang menangkap ekspor Indonesia adalah : Southampton (Inggris), Marseille (Prancis), Hamburg (Jerman), Rotterdam (Belanda) dan Antwerpen (Belgia). Sedangkan untuk tujuan Amerika diantaranya adalah pelabuhan San Fransisco dan Washington, sementara untuk tujuan Oceania (Australia dan Selandia Baru) adalah pelabuhan Darwin, Sidney, dan Auckland. 

Namun demikian, pemanfaatan jalur ALKI untuk kepentingkan ekspor masih didominasi oleh pelayaran asing, dimana hanya 2 % dari total volume ekspor diangkut oleh kapal-kapal Indonesia dengan negara tujuan Jepang dan Korea Selatan. Sisa 98 % lainnya diangkut melalui jasa kapal-kapal asing dengan daya jelajah yang relatif jauh dan volume ekspor yang jauh lebih besar. Sementara untuk perdagangan dalam negeri (pelayaran domestik), pelayanan kapal-kapal Indonesia telah mencapai 51 % dari berbagai outlet yang ada, sedangkan sisanya 49 % masih menggunakan jasa pelayaran kapal asing. 

Peningkatan aksesibilitas dari lokasi pasar dunia menuju kawasan-kawasan prioritas di KTI melalui outlet-outlet yang berdekatan dengan jalur-jalur ALKI diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke KTI. Hal ini cukup beralasan apabila melihat fakta statistik bahwa besaran PMA yang masuk ke KTI masih relatif kecil, yakni 13,48% untuk kurun waktu 1967-2000, dibandingkan dengan yang masuk ke KBI (86,52%). 

III. Kebijakan Pengembangan Outlet dengan Pemanfaatan ALKI

ALKI merupakan jalur laut pelayaran internasional untuk menjamin keamanan jalur perhubungan laut internasional yang melewati Indonesia. Pada hakekatnya ALKI ini telah didasarkan kepada kriteria-kriteria Hankam dan Hidro - oseanografi yang dikategorikan aman bagi pelayanan kapal-kapal asing yang melewati Indonesia maupun kapal-kapal Indonesia yang akan menuju ke luar negeri.

Adanya ALKI yang merupakan salah satu alur laut perdagangan internasional perlu menjadi salah satu pertimbangan di dalam mengembangkan sistem transportasi laut nasional, mengingat dengan adanya ALKI diharapkan pengembangan outlet-outlet di KTI dapat mengacu kepada ALKI tersebut.

Antara ALKI dengan kawasan-kawasan andalan dan KAPET yang pada intinya merupakan outlet-outlet utama dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di ruang wilayah nasional dapat saling terkait dan terpadu pengembangannya. Dalam arti bahwa prioritas pengembangan kawasan andalan dan KAPET adalah didasarkan salah satunya kepada jalur laut internasional tersebut, selain dengan mempertimbangkan kondisi kawasan-kawasan produksi, sektor unggulan serta kondisi pasar dunia.

Dengan demikian, diharapkan pengembangan outlet-outlet/pelabuhan yang intinya merupakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memanfaatkan jalur ALKI. Atau dapat dinyatakan bahwa pengembangan outlet-outlet/pelabuhan-pelabuhan yang secara lokasi tersebar merata di ruang wilayah nasional dikaitkan dengan pemanfaatan jalur-jalur ALKI.

Pemanfaatan jalur ALKI bukan semata mempertimbangkan aspek hankam dalam mewujudkan akses ke pasar dunia, akan tetapi mempertimbangkan pula bahwa pengembangan aspek lain dalam hal ini aspek ekonomi yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung dan memelihara eksistensi sistem hankamneg dalam mewujudkan persatuan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional. Dengan demikian pemanfaatan jalur ALKI ini tidak hanya untuk kepentingan hankam saja, akan tetapi dapat juga dipergunakan sebagai jalur perdagangan internasional (multiuse) untuk kepentingan pengembangan ekonomi wilayah.

Secara umum, prinsip-prinsip pengembangan outlet/pelabuhan di KTI adalah:

1) Outlet/pelabuhan dikembangkan untuk memantapkan daya saing Indonesia dengan negara lain.

2) Untuk efisiensi, outlet/pelabuhan dikembangkan dengan cara pengempokan pelabuhan (clustering) dan hirarki. 

3) Outlet/pelabuhan utama disusun dengan mempertimbangkan kedekatan dan pemanfaatan jalur ALKI.

4) Disusun hirarki pelabuhan yang didasarkan pada:

a) Zoning (deliniasi) wilayah pelayanan pelabuhan yang disesuaikan dengan peran, fungsi dan hirarki masing-masing pelabuhan.

b) Kemampuan pelabuhan untuk menampung beban kapal (fasilitas bongkar muat kontainer).

c) Lokasi pelabuhan/outlet.

d) Kondisi, potensi dan permasalahan daerah hinterland pelabuhan tersebut.

e) Kemungkinan perkiraan kemampuan outlet/pelabuhan dalam menangkap jalur pasar/perdagangan dunia.

f) Jalur perdagangan internasional (jalur East – West dan jalur North – South)

5) Keterkaitan outlet/pelabuhan utama dengan pelabuhan utama di negara – negara tujuan (port to port). Keterkaitan ini mempertimbangkan aspek politis melalui upaya mendukung dan memperkuat hubungan bilateral yang telah dibina dengan negara-negara di lingkup regional maupun internasional.

6) Skenario Penataan Ruang Wilayah Nasional yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi perkembangan perekonomian di KTI.

7) Pengembangan Sistem Transportasi Laut Nasional dengan mempertimbangkan peran, fungsi dan hirarki masing-masing pelabuhan.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa prinsip-prinsip pengembangan outlet/pelabuhan tersebut, diharapkan pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang ada di KTI dapat memanfaatkan jalur ALKI yang ada di ruang wilayah nasional, atau dengan kata lain pelabuhan-pelabuhan utama yang mengirimkan komoditi ke pasar dunia adalah pelabuhan-pelabuhan utama yang berdekatan dengan jalur ALKI dan secara kondisi fisik pelabuhan dapat menampung beban arus bongkar muat barang dengan jumlah besar.

Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan, Pasal 6 yang menyatakan bahwa pelabuhan internasional hub yang merupakan pelabuhan utama primer ditetapkan dengan memperhatikan :

a. kedekatan dengan pasar internasional;

b. kedekatan dengan jalur pelayaran internasional;

c. kedekatan dengan jalur ALKI;

d. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;

e. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan internasional hub lainnya;

f. memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;

g. volume kegiatan bongkar muat.

IV. Pengembangan Ekonomi Kawasan Sekitar ALKI II

Dalam mendukung aktivitas investasi dan pembangunan daerah, maka penting untuk terlebih dahulu menetapkan kawasan-kawasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional. Penetapan pusat pengembangan ekonomi ini perlu mempertimbangkan sistem kota dan outlet/pelabuhan secara komprehensif dalam struktur wilayah nasional sesuai dengan skenario penataan ruang wilayah nasional. Berdasarkan hasil peninjauan substansi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diatur dalam PP nomor 47 tahun 1997, dapat diacu arah pengembangan pelabuhan laut hingga tahun 2020 dan sistem kota nasional. Kota nasional dan pelabuhan laut dan yang berpeluang untuk dapat memanfaatkan ALKI II ini disampaikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Kota nasional dan pelabuhan laut tersebut berpotensi sebagai simpul-simpul produksi, koleksi, dan pemasaran hasil produksi dalam rangka pengembangan kawasan-kawasan prioritas di sekitar ALKI II, yang meliputi Kawasan Andalan, Kawasan Andalan Laut dan KAPET, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3. Pengembangan kawasan-kawasan tersebut diarahkan dengan memperhatikan 4 sasaran prioritas, yaitu:

(a) 
Percepatan pembangunan wilayah untuk mengembangkan potensi wilayah serta mengatasi kesenjangan.

(b) 
Isu strategis nasional ketahanan pangan, dampak bencana alam dan kerusuhan serta pengentasan kemiskinan.

(c) 
Fungsionalisasi aset nasional dan aset lokal yang belum berfungsi dan desentralisasi aset pelayanan lokal.

(d) 
Peningkatan Kapasitas Manajemen Pembangunan yang meliputi penataan kelembagaan, tata laksana dan sumber daya yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja Departemen dan menunjang otonomi daerah.

Pelaksanaan aktivitas investasi dan pembangunan daerah di sekitar ALKI II diarahkan dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan-kawasan prioritas melalui upaya peningkatan aksesibilitas dan penyediaan prasarana/sarana pendukung proses produksi sektor-sektor unggulan kawasan, proses koleksi pada kota nasional dan kota-kota pusat pertumbuhan lainnya, serta distribusi dan pemasaran yang dapat menarik pasar dunia (berorientasi internasional/ekspor), melalui pelabuhan laut dengan memanfaatkan ALKI II. Dalam kaitan tersebut, pembangunan sektoral dalam pengembangan prasarana/sarana pendukung di sekitar ALKI II diarahkan pada kawasan-kawasan prioritas dan keterkaitannya dengan kota-kota nasional serta pelabuhan laut di sekitar ALKI II. 

Pada Tabel 1. disajikan 24 kota nasional yang berpeluang besar sebagai pusat koleksi dan pusat pertumbuhan yang dapat memanfaatkan keberadaan ALKI II dengan peran dan fungsi berbeda meliputi: kota pusat pemerintahan (ibukota propinsi), kota perbatasan negara, kota sebagai pintu gerbang nasional/ internasional yang ditandai dengan adanya pebubuhan utama primer/sekunder atau bandar udara primer, kota pusat kegiatan ekonomi nasional, atau kota pusat kawasan tertentu. Adapun Tabel 2 memperlihatkan potensi dikembangkan outlet untuk perdagangan internasional baik sebagai pelabuhan barang konvensional ataupun penumpang. Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan ALKI II, perlu dilakukan upaya untuk dapat meningkatkan fungsi pelabuhan Balikpapan, Makasar, Banjarmasin dan Denpasar sebagai pelabuhan/terminal petikemas pada masa mendatang sesuai dengan perkembangan kawasan yang ada.

V. Dukungan Sektoral dalam Pengembangan Aktivitas Investasi dan Pembangunan Daerah di Sekitar ALKI II.

Melihat uraian diatas, maka dukungan sektoral dalam mendukung pengembangan aktivitas investasi dan pembangunan daerah di sekitar ALKI II khususnya Selat Makasar perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif lintas sektoral dan lintas wilayah untuk memperkuat sistem kota nasional yang ada sebagai pusat pertumbuhan dan pusat koleksi, serta mengoptimalkan pemanfaatan outlet-outlet (pelabuhan laut) sebagai simpul distribusi dan pemasaran baik pada skala nasional atupun internasional. 

Selain itu, dukungan lintas sektor pun sangat diperlukan dalam mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan yang terdapat pada kawasan andalan (baik darat maupun laut), kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), dan kawasan tertentu yang ada di sekitar ALKI II (Tabel 3). Sebaran kawasan prioritas (kawasan andalan dan KAPET) dan kota nasional secara spasial disampaikan pada Gambar 3.

Dalam kaitan tersebut, Departemen Kimpraswil melakukan langkah-langkah penyusunan program dengan pendekatan yang berbasis pada upaya pengembangan wilayah melalui penataan ruang dengan selalu memperhatikan kebutuhan, potensi dan permasalahan serta kearifan lokal, yaitu dengan mengembangkan kawasan-kawasan prioritas baik kawasan andalan, tertentu, KAPET, maupun tertinggal melalui upaya peningkatan aksesibilitas, dan penyediaan prasarana penunjang produksi untuk mengurangi kesenjangan. Penanganan kawasan-kawasan tersebut dilakukan secara simultan dan disesuaikan dengan arahan GBHN, dimana prioritas utama diberikan pada pengembangan kawasan tertinggal dan KTI.
Upaya pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah di sekitar ALKI II ini harus dilakukan dengan dukungan dan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah secara terpadu dan komprehensif. Prinsip Managed competition antar kota nasional dan antar hirarki pelabuhan laut (outlet) di sekitar ALKI II ini perlu segera diwujudkan agar perkembangan ekonomi kawasan dapat berlangsung secara sinergis, bila perlu dibentuk kerjasama regional antar pemerintah daerah dalam rangka menghadapi pasar global dan meningkatkan daya saing. 

Prinsip managed competition pada dasarnya menekankan pentingnya bagi kawasan-kawasan prioritas untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang terspesialisasi, dalam rangka menciptakan iklim yang saling membutuhkan (interdependencies) serta menghindari konflik antar-kawasan ataupun antar-wilayah (misal dalam perebutan pangsa ekspor dan dalam persaingan menarik investasi).  Apabila dikaitkan dengan minat investasi ke KTI, maka pengembangan spesialisasi produk-produk unggulan tersebut akan mengarah pada pengembangan wilayah investasi yang didasarkan atas potensi unggulan masing-masing wilayah. 

VI. Penutup

Peran ALKI bagi pengembangan wilayah nasional secara keseluruhan dan bagi wilayah KTI khususnya adalah sangat strategis. Untuk itu, pengembangan wilayah KTI perlu memanfaatkan secara optimal 2 (dua) jalur ALKI yang tersedia dengan memadukan kepentingan pertahanan (security) dan kesejahteraan ekonomi (prosperity). Bagi KTI khususnya, pemanfaatan kedua jalur ALKI tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis antar-wilayah dan antar-sektor agar memberikan multiplier effect yang luas, tidak hanya bagi kawasan-kawasan yang langsung dilintasi (berdekatan) dengan jalur ALKI namun juga menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga tercipta keterkaitan ke wilayah depan (forward linkages) dan ke wilayah belakang (backward linkages). Selanjutnya, pengembangan produk-produk unggulan pada masing-masing kawasan tersebut harus diupayakan untuk memenuhi prinsip-prinsip managed competition, berdasarkan spesialisasi produk-produk unggulan. 

Pemanfaatan jalur ALKI untuk pengembangan wilayah KTI merupakan peluang yang besar dalam rangka : (1) meningkatkan daya saing produk-produk unggulan, (2) meningkatkan efisiensi aliran hasil-hasil produksi yang berorientasi ekspor, (3) meningkatkan akses menuju pasar potensial dunia, dan (4) meningkatkan arus investasi pembangunan ke KTI. 
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� 	Pemanfaatan sumberdaya perikanan masih pada taraf perikanan tangkap untuk konsumsi internal (under fishing terutama di KTI). Misal pemanfaatan Teluk Tomini dengan idle capacity  46,92% sementara di Laut Banda 59,22 %, dan di Laut Cina Selatan 47,53%
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